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FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DI DPR DAN MPR

Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 diikuti dengan perubahan UUD Negara
Republik Indonesia 1945 Amandemen | — IV, yang diikuti dengan perubahan sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia. Pasca perubahan UUD 1945, dengan melihat pada UUD
1945 dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, dalam konteks
kelembagaan sebenarnya sistem perwakilan di Indonesia terdiri dari dua lembaga yaitu DPR dan
DPD. Akan tetapi masih terlembaganya MPR yang keanggotaannya terdiri dari anggota-anggota
DPR dan DPD yang dalam hal ini MPR merupakan lingkungan jabatan tersendiri karena
memiliki pimpinan, tugas, dan wewenang tersendiri telah menempatkan sebagai lembaga
perwakilan ketiga disamping DPR dan DPD. Sehingga sistem perwakilan yang dianut di
Indonesia pasca perubahan UUD 1945 adalah menganut sistem perwakilan dengan tiga lembaga
sekaligus yaitu MPR, DPR, dan DPD yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang berbeda dan
terpisah. Dapat dipahami dari rumusan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur susunan MPR, DPR, dan

DPD yang sebagaimana ditentukan olenh UUD 1945 hasil perubahan.

Sebagaimana lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sulit
untuk memahami argumen mengenai peran ideal DPD dalam proses legislasi karena DPD
memang jauh dari ideal lembaga perwakilan. Hasil amandemen UUD 1945 belum menerapkan
bikameral, karena DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi lembaga perwakilan, yaitu legislasi,
pengawasan, dan anggaran. Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan oleh

DPR.



Dengan lemahnya kedudukan dan peran DPD dalam pembuatan undang-undang, maka tidak
dapat dipungkiri dan sulit diharapkan DPD mampu mengemban fungsi legislatif untuk
kepentingan daerah. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi
daerah-daerah, sebab keterbatasan wewenang DPD dalam pembuatan undang-undang yang mana
sebatas hanya dalam mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR sebagali
pemegang kekuasaan membentuk undang-undang untuk dibahas dan disetujui bersama Presiden.
Sedangkan DPD hanya ikut membahas dan mengajukan rancangan undang-undang tersebut,

tetapi tidak ikut menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.



